BUPATI MALINAU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang* a.

BUPATI MALINAU,

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 311
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah serta berdasarkan
kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran
sementara yang telah disepakati bersaimma antara
pemerintah daerah dengan Dewan Pcrwakilan Rakyat
Daerah adalah scbagai berikut:

1. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten
Malinau dengan DPRD Kabupaten:Malinau Nomor ;
16/197/HUKUM/2019 dan Nomor:
170/146/DPRD/2019 pada tanggal 26 Juli 2019
tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

2. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten
Malinau dengan DPRD Ilabupaten Malinau Nomor:
17/197 /hukum /2019 dan Nomor: 170 / 148 /

DPRD /2019 pada tanggal 26 Juli 2019 tentang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

Tahun Anggaran 2020.

b. bahwa Anggaran......
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bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien,
transparan dan  bertanggungjawab  dalam  rangka
peningkatan penvelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat telah mendapat
persetyjuan Gubernur Kalimantan Utara vang dituangkan
dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:
188.44/Ev/K.18/2019 tanggal S Desember 2019 tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daecrah Kabupaten
Malinau tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan
Bupati Malinau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran
2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang..... ..



(@)

10.

11.

12.

1l

14.

) SR O A e R N N T BT S A B T T R TR e

-3-

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nastonal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Fambahan
A . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5239),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4202);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah
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Peraturan Pemernntah Nomor o Fahan J000L tentang
i \ OO
Hibah (Lembaran Nesara Repubhk Indonesia Tahun OO0
omor 130 ambahan Lembaran Neeara Repubhik
L mon [ 5 an

Indonesia Nomor 457 7);

Peraturan Pemernintah Nomor 60 Tahun JOOL tentanyg
Pedoman Penvusunan dan Pencrapan Standar Pelinvanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun
2003 Nomor 150, Tambahan Lembarvan Nepara Repubhk
Indonesia Nomor 4585),

7. Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 201010 tentang,

Standar  Akuntanst  Pemenntahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor S887);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang,

Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaran
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun
2011 Nomor 310)

»

24. Peraturan Mentcri
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Peraturan Menternt Dalam Negerr Nomor 3o Tahun 20101
Fentang Perubahan Atas Peraturan Menternt Dalam Negen
Nomor 1o Tabhun 2007 Tentang Tata Cara valuasi
Rancangan Pernturan Dacerah Tentanyg Anppearan
Pendapatan Dan . Belama Daerah . Dan Rancangan
Peraturan hepala Dacrabh Tentang Penjabaran Angearan
Pendapatan Dan Belanpa Dacrah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 5.25);

Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat  Atas  Peraturan Mentert
Dalam Negert Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pembenan Hibah dan Bantuan Sosial yvang Bersumber
Dan Angearan Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Repubhik Indonesia tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan Dan
Relamja Daecrah Tahun Angearan 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Rabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana
telah diubah  dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Malinau Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan  Daerah  tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2015 Nomor 11);

- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perpanjangan lIzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014
Nomor 3);

-Peraturan Daerah  Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pelavanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap,
Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan
Masvarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2018 Nomor 2);

32. Peraturan Daerah
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- Peraturan  Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Malinau Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribus:
Jasa Umum. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2018 Nomor 3);

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribust  Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor o);

. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2018 Nomor 13);

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2019 Nomor 43).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

Menetapkan:

dan
BUPATI MALINAU
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

berjumlah
1. Pendapatan
2. Belanja Dae

Rp. 1.522.770.111.826,64 dengan rincian sebagai berikut;

Rp.1.525.770.111.826,64

rah Rp.1.522.770.111.826.64
Defisit Rp. 3.000.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah
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3. Pembiayaan Daerah:

a. Pengeluaran Pembiayvaan Daerah Rp. 3.000.000.000,00
Pembiavaan Netto (Rp.____3.000.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayvaan Anggaran Tahun
berkenaan: Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1
terdin dar :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 72.473.031.926,64
b. Dana Perimbangan Rp. 1.207.766.336.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

vang Sah Rp. 245.530.743.900,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdin dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 14.063.200.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah Rp. 1.293.678.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
vang dipisahkan Rp. 5.756.333.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
vang Sah Rp. 51.359.820.926,64

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak Rp. 182.476.871.000,00
b. Dana Alokasi Umum Rp. 876.885.051.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 148.404.414.000,00

{4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 48.158.999.900,00

b. Dana Penyvesuaian dan
Otonomi Khusus Rp. 24.765.346.000,00

Pasal 3.........
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a. Belanja Tidak Langsung Rp. 939.214.081.683,64

b. Belanja Langsung Rp.

o]}

83.

o]}

36.030143,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
terdirt dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 533.465.378.863,64
b. Belanja Subsidi Rp. 5.000.000.000,00
c. Belanja Hibah Rp. 75.439.705.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.850.000.000,00

€. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa Rp. 319.958.997.820,00

f. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir:
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 124.690.822.056,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 298.180.918.652,00
c. Belanja Modal Rp. 160.684.289.435,00

Pasal 4

gka 3
terdiri dari :

a. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  Rp. 3.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penvertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah Rp. 3.000.000.000,00
1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. 0,00




rvr

Pasal 5
Uratan  lebih lanjut  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdin dari:
Lampiran I Ringkasan APBD;

Lampiran 11 Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD);

Lampiran Il Rincian APBD menurut urusan pemerintahan dqerah,
organisasi perangkat daerah OPD, program, kegiatan,
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah
OPD, program, dan kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk Kkeselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran VI Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;

Lampiran VII  Daftar piutang daerah;

Lampiran VIII  Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset lain-lain;

Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7.......
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Pasal 7
Peraturan Dacrah im mulai berlaku pada tanpgal diundangkan,

Apar  sctiap  orang  mengetalninya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Dacrah ini denpgan Penemipatannya dalam Lembaran Dacrah

Kabupaten Mahmau,

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2016,

BYUPATI MALINAW,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Desember 2019.

mQAAmS DAERAH KABUPATEN MALINAU,
/R \\

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (60 /9/ 2019)




Lampiran I  Peraturan Daerah
Nomor v 9
Tanggal : 23 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR | |
URUT URAIAN JUMLAH
L 2 3
L & PENDAPATAN 1.525.770.111.826,64
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

72.473.031.926,64

B e ¢ Pendapatan Pajak Daerah 14.063.200.000,00
% g Hasil Retribusi Daerah 1.293.678.000,00
2103 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.756.333.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 51.359.820.926,64

B S DANA PERIMBANGAN 1.207.766.336.000,00
1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 182.476.871.000,00
% Dana Alokasi Umum 876.885.051.000,00
P L Dana Alokasi Khusus 148.404.414.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 245.530.743.900,00
‘i i3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 48.158.999.900,00
B Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 24.765.346.000,00
B Pendapatan Lainnya 172.606.398.000,00
3 BELANJA 1.522.770.111.826,64
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG ; 939.2}4.081.683,64
2.141 Belanja Pegawai 533.465.378.863,64
2.1:8 Belanja Subsidi 5.000.000.000,00
2,168 Belanja Hibah 75.439.705.000,00
2, 1ol Belanja Bantuan Sosial 2.850.000.000,00
2. 058 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 319.958.997.820,00
Desa

2 kil Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00
b L BELANJA LANGSUNG 583.556.030.143,00
P& 0% | Belanja Pegawai 124.690.822.056,00
R Belanja Barang dan Jasa 298.180.918.652,00
2:2.3 Belanja Modal 160.684.289.435,00
SURPLUS / (DEFISIT) 3.000.000.000,00

3 PEMBIAYAAN DAERAH
S PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.000.000.000,00

|
PEMBIAYAAN NETTO (3.000.000.000,00)

| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

MALINAU, 23 Desembeg019
- BUPATI

Drf YANSEN TP, M.Si

RINGKASAN APED Halaman 1




